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Penambahan Picu Masalah

Masalah redaksional terjadi terkait dengan penambahan ti

ga kursi wakil ketua MPR di ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Persoalan ini makin
menambah daftar masalah di UU yang memicu kontroversi tersebut. -

JAKARTA, KOMPAS — Penambahan

. satu kursi wakil ketua DPR dan

tiga wakil ketua MPR segera di-
lakukan setelah UU No 2/2018
tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3) resmi berlaku pada
15 Maret lalu. Namun, ganjalan
terjadi dalam pengisian satu dari
tiga kursi wakil ketua MPR.

Pada Selasa (20/3) ini, Utut
Adianto akan dilantik menjadi
‘Wakil . Ketua DPR dari Fraksi
PDI-P. Rabu besok akan dilantik
tiga wakil ketua MPR yang
baru, yaitu Ahmad Basarah dari
Fraksi PDI-P, Ahmad Muzani
dari Fraksi Partai Gerindra,
serta Muhaimin Iskandar dari
Fraksi Partai Kebangkitan Bang-
sa (PKB).

Namun, sebelum pelantikan
tiga wakil ketua MPR, akan di-
gelar rapat gabungan pimpinan
fraksi partai politik dan Dewan
Perwakilan Daerah di MPR. Ra-
pat digelar karena berdasarkan
Pasal 427A Ayat ¢ UU No 2/2018,
penambahan tiga wakil ketua
MPR diberikan ke partai yang
dapat suara terbanyak di DPR
saat Pemilu 2014 berdasarkan
urutan ke-1, ke-3, dan ke-6.

Jika memakai urutan itu, yang
berhak mendapat kursi wakil ke-
tua MPR adalah PDI-P, Gerindra,
dan Fraksi Partai ‘Amanat Na-
sional (PAN). PKB tidak berhak
atas kursi wakil ketua MPR ka-
rena ada di urutan ke-5 per-
olehan suara terbanyak pada Pe-
milu 2014. Sementara jika kursi
itu tetap untuk PAN, partai ter-
sebut akan punya dua wakil di
pimpinan MPR. Ketua MPR saat

- ini, Zulkifli Hasan, berasal dari
PAN.

“Intensi dari pembentuk UU,
kursi wakil ketua MPR itu untuk
PKB. Namun, jika: pasalnya se~
perti'itu, kursi untuk PAN. Rapat
gabungan. harus membahasnya
agar tak ‘berpotensi digugat se-
telah pelantikan pimpinan MPR
dari PKB dilantik,” kata Wakil

Ketua' MPR dari Partai’ Golkar,

Mahiyadin. =

Masalah ini makm menambah
daftar masalah di UU No 2/2018.
Sebelumnya, UU itu telah me-
munculkan polemik di masya-
rakat karena berpotensi memun-
durkan demokrasi. Ini karena le-
wat UU itu, Mahkamah Kehor-
matan Dewan (MKD) berwenang
mengambil langkah hukum ter-
hadap mereka yang dinilai
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Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto (kedua dari kiri) bersiap menyampmkan
keterangan terkait dengan jabatan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3). Ketua Umum
PDI-P Megawati Soekarnoputri menunjuk Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR.

merendahkan kehormatan DPR
dan anggota DPR. g

UU itu juga memberi wewe-
nang kepada DPR untuk me-
minta polisi memanggil paksa de-
ngan ancaman sandera terhadap
mereka yang hingga tiga kali ti-
dak memenuhi panggilan DPR.
Pada saat yang sama, pemang-
gilan dan permintaan keterangan
ke anggota DPR sehubungan de-
ngan terjadinya tindak pidana
harus ‘mendapat  pertimbangan
dari MKD. .

Sejumlah ketentuan tersebut
telah . menimbulkan keresahan
di masyarakat. Petisi. daring
“Tolak Revisi UU MD3, DPR Ti-
dak Boleh Mempidanakan Kri-
tik?” di change.org, yang diinisiasi
Koalisi ‘Masyarakat Sipil untuk
UU MD3, semalam sudah di-

tandatangani lebih dari 214.000
dukungan.

Lebih baik :

Ketua MPR Zulkifli Hasan op-
timistis ketiga pimpinan MPR
yang baru bisa membawa. MPR
lebih baik menyelesaikan tugas-
tugasnya hingga 2019.

Sementara Ketua DPR Bam-
bang Soesatyo menilai, dengan
masuknya PDI-P dalam kompo-
sisi pimpinan DPR, konfigurasi
politik di pimpinan DPR semakin
lengkeap. Hal ini karena PDI-P
memperoleh suara publik ter-
banyak pada Pemilu 2014.

Bambang berharap keberada-
an PDI-P di pimpinan DPR bisa
membantu menciptakan suasana
kondusif di DPR bersama partai
pendukung pemerintah. “Hal ini

agar pemerintah bisa bekerja dan
menghasilkan hal-hal baik.”
Sekretaris . Jenderal = PDI-P
Hasto Kristiyanto mengatakan,
representasi PDI-P di pimpinan
MPR atau DPR mencerminkan
kesesuaian dengan rakyat yang

 memberi kepercayaan PDI-P se-

bagai pemenang Pemilu 2014.
Adanya representasi PDI-P yang
adalah pengusung utama Presi-

den Joko Widodo akan mening-

katkan konsolidasi politik. ”Ini
momentum strategis memper-
kuat konsolidasi pE)htlk peme-
rintahan Jokowi,” ujarnya.
PDI-P, lanjut Hasto, menugas-
kan Utut dan Basarah untuk
memberi dukungan yang efektif
bagi program-program Jokowi.
Sementara itu, Utut berjanji
menjaga dan memastikan prog-

ram Jokowi mendapat dukungan
DPR. Sementara Basarah berko-
mitmen membangun sinergi dan
kerja sama antara MPR dan Ba-
dan Pembinaan Ideologi Pancasi-
la (BPIP) yang dibentuk Presiden

“Jokowi. MPR dan BPIP adalah

dua’ lembaga negara yang ber-
tanggung jawab membina kesa-
daran, kedaulatan, dan ketahan-
an ideologi Pancasila: (SAN/APA)
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